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SUPATI KERINCI 
PROVINSI JAMBI 

PERATURAN DAERAH ICABUPATEN KERINCI 
NOMOR 7 TAHUN 2016 

TENTANG 

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI 
PADA PERUSAHAAN DAERAII AIR MINUM 

TIRTA SAKTI KERINCI 

TNT7,1\T" A AT T1 A T T11 A PT,  TT TT T A AT <7 .111\ 	NATTA 71,C4 A 
.11.1a11-11141.11. 1 1 fora.nal 1/111,...3( Inman. r.ork 

BIWATI KERINCI, 

: bahwa untuk melaksanakan ketetentuan Pasal 3 ayat (2) 
Pert:i+- 	Menteri D-1- 	Negeri Non -.or -418 	hun 2,!316 
tentang Pedoman Penerirnaan Hibah dari Pemerintah Pusat 
Kepada Pemerintah Daerah, dan Penyertaan Modal Pemerintah 
Daerah Kepada Perusahaan. Daerah Air Minum, Dalam Ran gka 
Penyelesaian Hutang Perusahaan Daerah Air Minurn Kep ida 
13.-r.no.r;r1+tila Pueat Secara Non Y-s, perlu menetap]:---1 
Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah 
Kabupaten Kerinci Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta 
Sakti Kerinci; 

t 	: 1. Pa cull 18 a3rat () 1Tnrigrig-TInriarig Tlfl ear Negara  PApi Ali17  

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tent mg 
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 tahun 1957 
tentang pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Taliun 
1956 tentang pembentukan daerah Swatantra Tingka ii 
daLa.m lingkungan Daerah Swatantre. Tingkat 1 Sumal era 
Tengah sebagai Undang--undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643); 

5. Undang-Undang Nonor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1)62 
Namur 10, Tambahan Lembaran Negera Republik Tudor sia 
Nomor 2387); 

4. 	T Truisang-T Tnri ang Nntrtnr 17  T.,11,,,,a  0003 tentang Keuan,;--1. 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2()03 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
•Nomor 2387); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 20( 1- tenting 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Repul)lik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lemba an 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sum ber 
Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia TalLun 
2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Repu)Iik 
Tneinnegin Nrwrtnr 4.1771- 



7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tent Ang 
Pemeriksaan Pengelolaan clan Pertaxispng 44W41)411, 
Keuangan. Negara (Lembarcin Naga ra. Republik I ntiontmia 
Ta 71 2004 Nomor .66, Tambahan -Letnbsarsan Ne11a_ - 
Republik Indonesia Nomor 4400); 

8. Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tenting 
Pemerintahan Daerah 	(Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran 
•Negara Republik -Indonesia Nomor -5587) seuttgaiinana 
diubah beberapa kali terakhir de ngan Undang-Undang 
Noma:. 9 Tolvtin 203,5 tentang P rubahan Kedue. ztas 
Undang-Undang -Nomor 23 Tahun 2015 Tenting 
Pemerintah Daerah (Lembaran. Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Noinor 58 Tanabahan Lembaran Ncgara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 201.5 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara Tah-un Anggaran 2015 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2(115, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ), 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nornor 
16 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 14 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendpatan ian 
Belanja Daerah Tahun 2016); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang 
Pengerribangan Sistem Penyediaan Air Airmtun (Lemba ran 
Negara Republik Indonesia Tahunn 2005 Nomor 33, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No .-nor 
4490); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ten t ang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lerribaran -Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan (Lemba ran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tent ang 
Pedoman Pernbinaan dan Pengawa.1 an Penyelenggar a.an 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 nomor 165, Tambahan Lembaran NeEara 
Republik Indonesia NomOr 4609); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78. 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 
485S) Reba psi mans telsh dÌiih&i ti en on n Pertrrn 
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan ttas 
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tenting 
Pengelolaan 14Arang .Negara/ Daerah (Lemba ran 
Negara Republik Indonesia Tahun. 2008 Nomor 78 
Tambahan Lembaran Neaara Republik Indonesia No nor
4855); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tenting 
Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indon sia 
Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan (Lembaran Net ara 

Y._T. 
 	4pub Lclo 	oraor-5931;  



15. Peraturan... Menteri Dalam Negeri Nomor-. 13 Tahun 2006 
tentang Pidoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai 
mana • diubah dengan peraturan Menteri Dalam N iwii 
Nomor 21 Tahun -2011 tentang Perubahan Kedua atas 
Pttiu Menteri Numor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31 / PMK.05/2016 
Tentang Tata Cara Penyelesaian Piutang Negara Yang 
itersumber dan i Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening 
Dana Investasi dan Rekenirig dana Pembengunan Bat-rah 
pada Perusaahaan Daerah Air Minum (Berita. Neicara 
Tahun 2016 Nomor 2801; 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2016 
tentang Potinm n 	Ppr  erim clan  FP-tall  Atari Pf-rrif.r; rtt cal-) 

Pusat Kepada Pemerintah Daerah dan Penyertaan Modal 
Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum 
Kepada -Pemerintah Pusat Secara Non 1Cas (Berita Negara 
Tahun 2016 Nomor 280); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 10 Tahun 
1990 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum 
Kabupaten Tingkat U Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten 
Kerinci Tahun. 1990 Nomor 10 Seri C); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tabun 
2009 tentang Dewan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian 
Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sakti Kabupaten 
Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten ICErinci Tahun 2009 
Nomor 

20. Peraturan no,'roh Kabupaten Keriici Norrior 13 Tahun 
2009 tentang Susunair organisasi Tata Kerja Perusahaan 
Daerah Air Minum 'rirta Sakti Kabupaten Kerinci 
(Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2009 Nomor 
La); 

Dengan Persetujan Bersama 

DEWAN PERWAK1LAN RA1CYAT DAER A.H 
ICA13UPATEN KERINCI 

dan 

BUPAT110ERINCI 

MEMUTUSKAN 

[enetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL 
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI PADA PERUSAH/AN 
DAERAH AIR MINUM TIRTA SAKTI KERINCI. 

BAB I 

KETENTUAN UNIUM 

Patsal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dirnaksud dengan; 
1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia y mg 

memegang kekuasaan pemerintahan Negara Repu.)lik 
Indonesia yang dibantu oleh Wakli Presiden dan men teri 
sebagairnana dimaksud dalam 1 Iridang-Undang D sar 
1114..trea 	 T.— 



2. baerah. adalah Kabupaten Kerinci. 

3. Pemerintah Daerah . adalah kepala daerah sebagai 1.111013; 
penyc lcnstsara Pcmc rin tatian °Reran yang meltlitri pir 
pelaksanaan 1-1111S9-11 pornPl4ritAhn11. ring Trierlj ad 
kewenangan daerah otonom. 

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daeral 
Sebagai unsur penyelenggaaraan Pemerintah Daerah. 

5. Bupati adalah Bupati Kerinci 

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnyt 
disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat dakrai 
yang berkedudukan sebagai unsure_. penyelengg,arE 
Pemerintahan Daerah. 

7. BPK adalah Badart Pemeriksaan Keuarigan Kepu 
Indonesia. 

8. Perusahaan Daerah Air Min-um 'Firth Sakti yang selanjutnya 
cEsebut PDAIVI rtat Sakti adalah Perusahaan yank 
ciiÆrikan herd sitE3arks n Peraturan Daerah Kaburia ten. 
Daerah Tingkat II Kerinci Nomor 10 Tahun 1990 TentanE 
Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten 
Daerah Tingkat II Kerinci. 

9. Anggara Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 
disebut APBD adalah Allgga.11111 Peakdapatiall dart Belanja 
Daerah Kabupaten Kerinci. 

10. Penyertaan Modal Daerah Non Kas adalah Bentuk InveE tasi 
Pemerintah Daerah pada PDAM Non Kas 

AŠ Er.  

TUJUAN EPNYERTAAN MODAL DAERAH 

Pasal 2 

Tujuan penyertaan Modal Daerah pada PDAM Tirta Sakti 
Kerinci Lai Laic ; 

a. membenahi Kondisi Keuangan PDAM Tirta Sakti. 

b. pelunasan hutang PDAM Tirta Sakti pada Pemerintah 
Pusat. 

c menin,gkatkan Jangkauan pelaya.nan PDAM Tirta Sakti 
kepada masyarakat 

BAD III 

PENYERTAAN MODAL nA RP AY 

Pasal 3 

(1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM 7irta 
Sakti Kerinci sebesar Rp.20.059.667.000 (Dua puluh mlyar 
lima puluh sembilan juta enam ratus enam puluh ruiuh 
ribu rupiah). yang bersumber darihibah pemerintah 
kepada Pemerintah Daerah. 

(2) Besaran Penyertaan Modal Pemerintah Da' rah 
sebagaimana diamaksud pada ayat (1) dialokas .kan 
p-eriganggaraiin-ya pada Pen.zbahan APED pada Tz-.hun i  
Anggaran 2016 



Pasal 4 

(1) Selain Penyertaan Modal sebagairnana dimaksud pasa 3 
"tlerneriniab. Daerall juga ittelakuk-ui Penyer-Laan Mo tai 

kepada PDAM Tirta. Sakti sebesar Rp.18.000.000.000, 
(Delapan belas milyar rupiah). 

(2) Penyertaan 	Modal sebagaimana dimaksud ayat 
bersumber dan i dana Hibah. 

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimcina 
dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dialokasikan sec ara 
bertahap penganggarannya mulai Tahun Anggaran 2017 
sampai dengan Tahun Anggaran 2020. 

BAB IV 

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN 

Pasal S 

(1.) Penatausahaan dan Pertangguntjawaban pengeioi; tuIi  
penyertaan Modal Daerah dilaksanakan sesuai dengan 
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

(2) PDAM Tirta Sakti kerinci, wajib menyampaikan Lap° ran 
Keuangan Tahunan yang telah diaudit oleh BPK a tau 
Aktmtan Publik yang direkomendasikan oleh BPK dan 
Laporan Pertanggunawaban Kinerja kepada Bupati (lan 
DPRD. 

BAB V 

HAK DAN KEWAJIBAN 

Pasal 6 

(1) Pemerintah Daerah berhak memperoleh bagian laba usaha 
dan i PDAM Tina Sakti sesuai dengan Peraturan rerun& rig-
undan.gan. 

(2) Pemerintah Daerah Berkewajiban niemberikan penyert Ian 
Modal Usaha kepada PDAM Tirta Sakti. 

BAB VI 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 7 

(1) Bupati Bersama DPRD Kabupaien Kerinei umiak Li cal) 
pembinaan dan pengawasan umum terhadap PDAM irta 
Sakti dalarn rangka meningkatkan dayaguna dan hasil g-ina 
Perusahaan Daerah sebagai alat kelengkapan Otonprni 
Daerah. 

(2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan fun gsicnal 
Inspektorat ICabupaten Kerinci melaksanakan pemeriksaan 
secara berkala terhadap Perusahaan Daerah. 

(3) Apabila hasil pembinaan dan pengawasan umum fungsic nal 
t,..rin a op 	1,rQi Mph in efts ci Lain 	pen,trran 

perundan.g-undangan. 

( 1 ) 

(3) 
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